[image: image1.jpg]AL WASHLIYAH





[image: image2.jpg]PP T P




[image: image3.jpg]AL WASHLIYAH






ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN 
DALAM KELUARGA 
(Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Tbt)

SKRIPSI
Oleh

BAMBANG IRAWAN
NPM : 235114123

JURUSAN: ILMU HUKUM

[image: image9.png]



FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN)

AL WASHLIYAH

MEDAN 

2024

[image: image4.jpg]L TDENTITAS DIRL

Nama

Tempat /Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Status
Pekerjaan
Alamat
No. Telp/ 1P

1. PENDIDIKAN
sD
SLTP/SMP
SLTA7SMA/SMU
s1
Fakultas
Jurusan
Judul Skripsi

ORANG TUA
Nama (Ayah)
Pekerjaan
Nama (Tou)
Pekerjaan
Alamat

BIODATA MAHASISWA

: BAMBANG IRAWAN
1235114123

: BALIKPAPAN, 27-01-1970
1 PRIA

: ISLAM

: MENIKAH

: POLRI

: DSN I DS PAYA PASIR KEC TEBING SYAHBANDAR
1 162 812-6377-2405

: MIN NEGERI BALIKPAPAN

+SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 1 KOTA MEDAN

2 SMA NEGERI 1 BALIK PAPAN

< Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

: HUKUM

+ILMU HUKUM

:PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

DALAM KELUARGA (Studi Putusan
No:65/Pid.3/2024/PN. Tbt)

: Alm. Suya

: WIRASWASTA

+ Almh. Haji Atun

+ TBURUMAH TANGGA
 Balikpapan

Medan, 31 Juli 2025
He Saya

(BAMBANG IRAWAN)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

MEDAN
[image: image5.jpg]\ UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No: : 181/DIKTI/Kep/2002
Kompus Mbmomad rsyad ThalsLis 1. Barw 8 Mo. 53, Krpes Mebasurad Yews Ko -, Garu 1 . 12,
K Modorrahan Sy L Bar . 52 Medan, Ko Az : . Mo Porbeungan Deta Soks M i Kec. Pagar M, sk Paar
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page :htp://srww.umnaw.ac.id Emall : info@umnaw.ac.d

FORM. FU. 5

UNDANGAN
Nomor : GeS /PAN/UMNAW/U,15/20 2y

Dosen Penguji
Tempat.
Assalamualaikurm Wr.Wb.
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Tbu untuk menguji mahasiswa :
Nama Bambang Irawan
‘Tempat, tanggal Lahir : Balikpapan, 27 Januari 1970
NPM H 35114123
Jurusan/Prog Studi Ilmu Eukum
Agama : Islam
Yang Insya Allah, akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal omis S Desenmber 202y
Jam i
Judul Skripsi :

Penerapan Sanksi Pideana Olen Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak
Pidana Pencuriam dalam Keluarga (Studi Putusan No 65/Pid.B/2024/PN.Tbt) o4

Terimakasih atas kehadiran Bapak/Tbu.

——

Medan, ... O
Sekretaris / Dekan

\
Dr. HGlArmu Mmoo, 8, M
NIDN. olaooﬂ}uonf

Tembusan

1. Rektor 5. Ketua Program Studi
2. Wakil Rektor I 6.Ka BAU

3.Wakil Rektorl . 7.Ka. BAA

4, Wakil Rektor Il 8. TU Fakultas

Rangkap2




TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
NAMA
: 
BAMBANG IRAWAN
NPM

:
235114123
FAKULTAS
: 
ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI
: 
ILMU HUKUM

JENJANG PENDIDIKAN
:
STRATA SATU (S-1)

JUDUL PENELITIAN 
: 
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Tbt)

Pembimbing



Nelvetia Purba, SH, M.Hum, Ph.D


Di uji pada Tanggal 
:



Judisium




Ketua

Sekertaris

Dr. H. Firmansyah, M.Si 
Dr. Dani Sintara, SH, MH
ABSTRAK

Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat. Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak dan media elektronik ditunjukkan seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, dan pelakunya tidak menutup dari keluarga sendiri.
Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normative yakni ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt diatas terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerapan Pasal 367 KUHP pada kasus pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 367 yaitu,  Barang siapa, mengambil barang yang seluruhnya atau kepunyaan milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor: 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti) dan non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan)
Kata Kunci : Pencurian, Keluarga, Pertimbangan Hakim, Putusan, Pemidanaan
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KATA PENGANTAR

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (10). (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (11) (QS. ash-Shaff: 10-11).


Assalammu’alaikum Wr.Wb.



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah : " ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Tbt)” 
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BAMBANG IRAWAN 
NPM : 235114123
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DAFTAR PUSTAKA 

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang


Di zaman modern sekarang, semakin banyak fenomena yang dihadapi dan ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya fenomena di bidang hukum, khususnya kejahatan pencurian. Cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. 

Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat. Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak dan media elektronik ditunjukkan seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilator belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.


Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.


Ancaman hukuman bagi kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai

dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.

Pencurian juga bisa dilakukan dalam keluarga sendiri, semisal anak yang mencuri barang-barang orang tuannya karena sudah gelap mata dan membutuhkan uang, hal ini bisa terjadi tidak terlepas karena kurangnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan keagaaman kepada anak, sehingga anak mampu berbuat layaknya bukan karakter manusia yang normal.


Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Keluarga adalah sekelompok sosial yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan, atau adopsi, yang disetujui secara sosial, yang umumnya secara bersama-sama menempati suatu tempat tinggal dan saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosial yang dirumuskan dengan baik.

Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, karakter, dan kepribadian sesorang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Keluarga akan membentuk karakter seseorang dan berpengaruh pada lingkungannya sebab keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentuka karakter. 

Pendidikan karakter akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan tiga institusi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan salah satu institusi, terutama keluarga.

Ketentuan mengenai pencurian dalam keluarga ini terdapat pada Pasal 367 KUHP ayat (2) menayatakan “Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.”


Adapun kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan: Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur, Anggota keluarga, Dalam garis lurus atau; - Dalam garis samping sampai derajat ke-2, diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Kaitannya dengan tindak pidana di atas terdapat di dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Tbt dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencurian yang dilakukan oleh keluarga. Atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum Menyatakan Terdakwa Alwin Permana Sebayang Alias Banteng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu dia adalah keluarga sedarah atau semendabaik dalam garis lurus maupun garis menyimpang kedua”melanggar Pasal 367 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. 

Mirisnya kejadian pencurian yang dilakukan oleh keluarga yang dalam hal ini menggunakan konsep keluarga derajat kedua (ayah, ibu, dan anak) terhadap keluarganya sendiri ini mencerminkan moral pribadi masyarakat yang masih sangat rendah, bagaimana bisa seseorang yang masih ada ikatan sedarah atau perkawinan tega mengambil milik keluarganya tanpa seizin orang yang memilikinya.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).
B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt) ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana oleh Hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt) ?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt) ?
C. Tujuan Penelitian



Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).
3. Untuk mengetahui penerapan pidana oleh Hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).
4. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).
D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :
a) Kegunaan Teoritis, Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga.

b) Kegunaan Praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana

 
Defenisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. 


Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu dari perkataan “Strafbaar Feit” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.
 Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak Pidana atau Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai

dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
 Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit), beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Hamel

Menurut Hamel tindak pidana strafbaar feit bahwa: ”strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.

b. Pompe


Menurut Pompe mengenai strafbaar feit adalah sebagai berikut: ”strafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.

c. Simons


Menurut Simons, ia merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana


Jika  diteliti  peraturan  perundang-undangan  pidana  Indonesia  seperti KUHPidana dan peraturan dibidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap Pasal Undang-Undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. 


Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.
 Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam tindak pidana pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” di dalam tindak pidana menururt Pasal 398;

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesautu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Hoffman suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu: 

1. Harus ada yang melakukan perbuatan.

2. Perbuatan itu melawan hukum.

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.

4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.


Menurut Simons unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.

2. Bertentangan dengan hukum.

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
Dan apabila merujuk kepada Buku II KUHP, maka terdapat sebelas unsur tindak pidana, yaitu:
1. Unsur tingkah laku;

2. Unsur melawan hukum;

3. Unsur kesalahan;

4. Unsur akibat konstitutif;

5. Unsur keadaan yang menyertai;

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

9. Unsur objek hukum tindak pidana;

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (2-3) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya (1, 4-11) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian



Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.
 Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.
.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling.“Curian berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.


Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
.  


Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua, Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.


Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.
 Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan offences against property dan possession. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagianya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.


Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).


Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
b. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1. Pencurian ternak 

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang 

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

5. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. 

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
c. Aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan masksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun: 

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Pasal 366 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
e. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian pada Pasal 367 KUHP: Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:
a. Mengambil barang 
Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

b. Yang diambil harus sesuatu barang 
Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya.
 Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barangbarang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. 

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Menurut Husein, keluarga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta dalam rumahnya.


Menurut Misbach, keluarga adalah sekelompok orang yang ada hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk dalam keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya (ini disebut keluarga inti).


Menurut PP No. 33 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yakni “Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Menurut PP No. 29 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yakni “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.


Pengertian pencurian di kalangan keluarga menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus, menjelaskan bahwa undang-undang sendiri sebenarnya tidak memberikan sesuatu sebutan bagi tindak pidana pencurian yang akan dibicarakan ini, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 367 KUHP yang rumusan sebagai berikut:

a. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.

b. Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan. 

c. Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga terdapat pada Pasal 367 yakni sebagai berikut;
(1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
(2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (K.U.H.P. 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

Jika seorang suami melakukan sendiri pencurian atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda ietrinya ataupun jika seorang istri melakukan sendiri pencurian atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda milik suaminya, sedangkan hubungan suami istri itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau mereka masih tinggal bersama di dalam satu rumah akan tetapi dengan satu putusan pengadilan harta benda mereka belum dipisahkan, maka mereka itu belum dipisahkan, maka mereka itu secara mutlak tidak dapat dituntut.


Dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan. Meskipun pada dasarnya pencurian itu sendiri adalah delik biasa, akan tetapi ketika pencurian itu terjadi di kalangan keluarga maka pencurian yang awalnya hanya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan, hal ini berarti di mana hanya dapat diproses di pengadilan atas adanya pengaduan. Oleh karena itu, tanpa adanya pengaduan, tindak pidana pengancaman tidak dapat di proses di pengadilan.

Menurut R. Soesilo, dari banyak peristiwa pidana itu hampir semua kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kenal peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.
 Jadi, walaupun suatu delik adalah delik aduan dalam hal ini berupa tindak pidana pencurian dalam keluarga untuk mengadakan penyidikan atas delik tersebut, tidak mesti diisyaratkan adanya pengaduan, akan tetapi untuk diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan harus ada pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan. Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam delik aduan (pencurian dalam keluarga) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa adanya penambahan atau diubah atau dikurangi.


Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban. Sementara dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”
D. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Pidana
 oleh Hakim
1. Penerapan Pidana


Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya.
 


Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.



. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.
 Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.



Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan.
 Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan UndangUndang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim 


Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.


Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: 

(1)  Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 

(2)  Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 


Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: 

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. 

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.


Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.


Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
 

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit).


Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. 

b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.


Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui/dalil-dalil yang tidak disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.


Hakim memerlukan bahan fakta agar dapat meyakinkan bahwasanya suatu kejadian atau peristiwa secara nyata terjadi untuk memutus suatu perkara secara objektif dan benar. Hakim tidak dapat memutus perkara tersebut sampai pengadilan dapat membuktikan bahwa kejadian ataupun peristiwa tersebut benar dan nyata adanya, kecuali jika hal itu didukung oleh fakta sehingga tampak bahwa para pihak mempunyai hubungan hukum.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim


Menurut Yahya Harahab, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana. 
b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangaihakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. 

c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, atau terdakwa). 

d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Faktor objektif meliputi :
 

a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.  Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.

B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka cara yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hukum Pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, atau penunjang, Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dan media internet, kamus, buku, artikel serta koran dan majalah petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara ialah dengan Studi Kepustakaan (Library Research) teknik ini digunakan dalam mencari serta mendapatkan data primer ataupun sekunder.
 Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
E. Analisis Data

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisa data kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.
BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).
Sebelum menguraikan terkait pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt), maka perlu diketahui terlebih dahulu, identitas pelaku, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, putusan hakim, analisis penulis.

1. Identitas Pelaku
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 
a. Nama lengkap : Alwin Permana Sebayang Alias Banteng;

b. Tempat lahir : Tebing Tinggi; 

c. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun / 18 November 1993; 

d. Jenis kelamin : Laki-laki; 

e. Kebangsaan : Indonesia; 

f. Tempat tinggal :Jalan Sangnawaluh Kelurahan Perdagangan I KecamatanBandar Kabupaten Simalungun; 

g. Agama : Islam; 

h. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
2. Posisi Kasus
Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa pada saat orang tua Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci roda besi dengan panjang 25 Cm dengan mengambil satu persatu barang yang dimulai dari ambal sebanyak 2 buah, 1 buah tabung gas, 1 unit handphone merk Nokia N 105 warna Hitam, 5 buah kuali masak, 1 buah tangga besi dengan panjang ±3 meter dan 1 satu buah mesin Dap warna Biru dan terakhir Terdakwa mengambil TV ukuran 32 Inc Merk Toshiba Warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual. Adapun 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk TOSHIBA warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type N105 warna hitam Terdakwa jual ke Sopir Mobil Tao Toba pada saat Terdakwa sedang menaiki mobil tersebut menuju siantar dan dibayar dengan harga sebesar Rp. 870.000,- ,1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ±3 meter dan 1 (satu) unit mesin Dap air warna biru Terdakwa jual ke tukang botot keliling yang datang ke kampung- kampung dengan harga Rp.550.000 dan 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna Coklat masih Terdakwa simpan dirumah kosong di dekat rumah Terdakwa. Hasil penjualan dari barang-barang tersebut sebanyak Rp.1.420.000,- digunakan untuk bermain judi slot di warnet. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

· Bahwa Terdakwa Alwin Permana Sebayang Alias Banteng pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Thamrin Gg. Turi No. 05 Lk. I, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Saksi Korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu jika dia adalah keluarga sedarah atau semendabaik dalam garis lurus maupun garis menyimpang kedua, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;
· Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa pada saat orang tua Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci roda besi dengan panjang 25 Cm dengan mengambil satu persatu barang yang dimulai dari ambal sebanyak 2 buah, 1 buah tabung gas, 1 unit handphone merk Nokia N 105 warna Hitam, 5 buah kuali masak, 1 buah tangga besi dengan panjang ±3 meter dan 1 satu buah mesin Dap warna Biru dan terakhir Terdakwa mengambil TV ukuran 32 Inc Merk Toshiba Warna hitam dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual. Adapun 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk TOSHIBA warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type N105 warna hitam Terdakwa jual ke Sopir Mobil Tao Toba pada saat Terdakwa sedang menaiki mobil tersebut menuju siantar dan dibayar dengan harga sebesar Rp. 870.000,- ,1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ±3 meter dan 1 (satu) unit mesin Dap air warna biru Terdakwa jual ke tukang botot keliling yang datang ke kampung- kampung dengan harga Rp.550.000 dan 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna Coklat masih Terdakwa simpan dirumah kosong di dekat rumah Terdakwa. Hasil penjualan dari barang-barang tersebut sebanyak Rp.1.420.000,- digunakan untuk bermain judi slot di warnet;
· Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari : - 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk TOSHIBA warna hitam; - 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau; - 1 (satu) unit HP Nokia type N 105 warna hitam; - 5 (lima) buah kuali masak; - 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ±3 meter; - 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat;

· Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Menyatakan Terdakwa ALWIN PERMANA SEBAYANG Alias BANTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu dia adalah keluarga sedarah atau semendabaik dalam garis lurus maupun garis menyimpang kedua”melanggar Pasal 367 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidanapenjaraselama 1(satu)tahun dan 6 (enam)bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; 

c. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan; 

d. Menyatakan barang bukti berupa : 

· 2 (dua) lembar ambal warna merah dan coklat; 

· 1 (satu) buah kunci roda besi. 
Dikembalikan kepada Saksi Korban; 

e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

5. Putusan Hakim
MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa Alwin Permana Sebayang Alias Banteng tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keluarga” sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
e. Menetapkan barang bukti berupa: 

· 2 (dua) lembar ambal warna merah dan coklat; 

· 1 (satu) buah kunci roda besi. 
Dikembalikan kepada Saksi Korban Martessa Sebayang Alias Ucok; 
f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

6. Analisis Penulis

Perbuatan  menyimpang  atau  tindak  pidana  sering  terjadi  dimanapun  dan  kapanpun  serta  tidak memandang siapapun  yang menjadi pelaku dan korban, sebagai contoh tindak pidana pencurian. tindak pidana  pencurian  sering  kali terjadi  bukan  hanya  di  tempat-tempat  umum,  melainkan  di  tempat  yang dianggap  amanpun  pencurian  tersebut  dapat  terjadi  seperti  di  lingkungan  keluarga.

Dalam perkara diatas Terdakwa Alwin Permana Sebayang Alias Banteng di dakwa dengan Pasal 367 KUHPidana. Oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum tidak terlalu sulit untuk memutus, selanjutnya di dalam proses persidangan hingga sampai pengambilan putusan, akhirnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Alwin Permana Sebayang Alias Banteng tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keluarga” sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.
Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt diatas terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Apabila melihat bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah. Dikaitkan dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apakah rumusan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan rumusan mutlak dengan tidak ada perkecualian. Dengan kata lain apakah setiap orang siapapun juga yang melakukan tindak pidana pencurian seharusnya dilakukan penuntutan dan kalau terbukti seharusnya dipidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang selengkapnya berbunyi: “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Pada   prinsipnya   pencurian adalah  tindak  pidana  biasa,  namun  dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam  keluarga  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk  undang-undang  menetapkan pencurian    sebagai tindak  pidana  aduan  yaitu pencurian  yang  hanya  dapat  dituntut  kalau ada  pengaduan dari pihak  yang  dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif,  yaitu pengaduan terhadap orang yang  melakukan pencurian.
Dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa orang tua dari si pelaku berhak mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian. Meski demikian, si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan. Namun pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt, dimana orang tua korban tidak mencabut pengaduannya, dikarenakan terdakwa telah berulang kali melakukan hal yang sama, dan sudah tiga kali masuk penjara, serta terdakwa tidak juga berubah.
B. Penerapan Pidana oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).
Tindak pidana pencurian dalam keluarga ini merupakan tindak pidana aduan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Tindak pidana ini membicarakan mengenai hak serta kepentingan korban. Pengaturan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP.
Penerapan Pasal 367 KUHP dalam kasus pencurian dalam keluarga ini, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa menggunakan berbagai pertimbangan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 367 KUHP. Seperti pada kasus ini, terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Oleh karena itu, terhadap terdakwa hakim menerapkan Pasal 367 KUHP.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 367 KUHP sebagai berikut :
1) Barang siapa 
2) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum 

4) Pencurian yang dilakukan jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan.
Berikut penjelasan unsur-unsur Pasal 367 KUHP pada putusan nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt :
1) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Alwin Permana Sebayang Alias Banteng lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2) Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa dan yang Terdakwa ambil TV ukuran 32 Inchi Merk Toshiba warna hitam, dimana Terdakwa mengambil barang – barang dirumah seorang diri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Terdakwa mengambil ambil 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N105 warna hitam, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter, 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat dan Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda besi tersebut adalah kunci roda besi mobil milik orang tua Terdakwa yang ada didepan rumah.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwamengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada ada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N105 warna hitam, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter, 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum.

3) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa dan yang Terdakwa ambil TV ukuran 32 Inchi Merk Toshiba warna hitam, dimana Terdakwa mengambil barang – barang dirumah seorang diri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya benar Terdakwa mengambil ambil 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N105 warna hitam, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter, 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat dan Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan (satu) buah kunci roda besi tersebut adalah kunci roda besi mobil milik orang tua Terdakwa yang ada didepan rumah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwasanya benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa dan menghasilkan uang untuk membeli narkotika.

Bahwa adapun kerugian yang Martessa Sebayang Alias Ucokalami akibat dari hilangnya barang tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Martessa Sebayang Alias Ucok untuk mengambil barang-barang milik saksi Martessa Sebayang Alias Ucok tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum.

4) Unsur dilakukan dalam lingkup keluarga.
Bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus adalah pertalian keluarga antara mereja yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, contohnya hubungan keluarga dengan orang tua dan anak kandung, sedangkan keluarga semenda dalam garis lurus adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, contohnya hubungan antara seseorang diantara suami istri dengan keluarga sedarah dari yang lain.
Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban yaitu saksi Martessa Sebayang Alias Ucok yang merupakan Ibu Kandung Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N105 warna hitam, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter, 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat dan atas perbuatan Terdakwa ini Saksi korban Martessa Sebayang Alias Ucok yang merupakan Ibu Kandung Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “dilakukan dalam lingkup keluarga” ini telah terpenuhi.

Penulis menyimpulkan bahwa terkait pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt berat serta ringanya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang telah menjadi niat, motivasi serta akibat dari perbuatan terdakwa. Tiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tentunya harus sesuai dengan pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, dalam hal tersebut berupa pedoman pada batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah menjalankan dan menegakkan Undang-Undang dengan baik dan benar. Maka dari hasil persidangan dan penjelasan unsur-unsur diatas terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga seperti yang terkandung dalam Pasal 367 KUHP.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang tercantum dalam Pasal 367 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan terhadap terdakwa bisa saja bagi hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal karena hakim pada putusan ini hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, sementara Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
Menurut penulis sebaiknya terdakwa dihukum lebih dari 2 (dua) tahun, merujuk pada hasil penyelidikan oleh penyidik yang menyatakan bahwa pelaku telah berulang kali melakukan pencurian dalam keluarganya. Akan tetapi pada tindak pidana pencurian dalam keluarga kali ini korban akhirnya mengadukan perbuatan pelaku. Dari pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal dikarenakan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarganya sudah beberapa kali, tetapi pihak keluarga memaklumi. Oleh karena itu, hakim harus lebih inisiatif berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya untuk memberikan putusan yang maksimal dengan maksud agar supaya pelaku memiliki efek jera sehingga pada saat pelaku kembali ke keluarganya pelaku tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya.
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt).

Hakim adalah pejabat negara yang sah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 Dalam memutus suatu perkara atau memberikan sanksi pidana Majelis Hakim dalam hal ini perlu memberikan pertimbagan,yaitu perimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan Pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Putusan haruslah memenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dalam keluarga (Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt) berdasarkan beberapa pertimbangan serta berpedoman pada tuntutan jaksa. Berdasarkan tuntutan jaksa bahwa Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu dia adalah keluarga sedarah atau semendabaik dalam garis lurus maupun garis menyimpang kedua”melanggar Pasal 367 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, yakni sebagai berikut :
a. Keterangan Saksi

Sebelum saksi memberikan kesaksiannya, saksi terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Lain dari itu, pentingnya sumpah adalah ketika saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dapat memperkuat keterangannya sebagai alat bukti serta meyakinkan Hakim untuk mendapatkan kebenaran bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

Pada putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt hal ini tentunya pertimbangan hakim juga didasarkan pada keterangan para saksi-saksi yang telah di hadirkan dipersidangan diantaranya ialah saksi Martessa Sebayang Alias Ucok dan Yusnelly yakni mereka berdua ialah Orang Tua Kandung Terdakwa. Seorang saksi yang melihat kejadian secara langsung dikenal juga dengan saksi mata, saksi dipanggil di persidangan guna untuk memberikan kesaksiannya. Bahwa terdakwa membenarkan dari seluruh keterangan dari para saksi.
b. Keterangan Terdakwa

Didalam putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ini :
· Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi; 

· Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar; 

· Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah orang tua saya di Jalan Thamrin Gg Turi No 05 Lk I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

· Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah berulang – ulang; - Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa dan yang Terdakwa ambil TV ukuran 32 Inchi Merk Toshiba warna hitam, dimana Terdakwa mengambil barang – barang dirumah seorang diri ; 

· Bahwa barang –barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N105 warna hitam, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter, 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat;

· Bahwa Pada saat terdakwa mengambil barang – barang tersebut orang tua terdakwasedang tidur, satu persatu selama 1 (satu) minggu sekali dan membawanya keluar rumah untuk Terdakwa jual; 

· Bahwa 1 (satu) unit Tv ukuran 32 Inchi merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit nokia type 105 warna hitam Terdakwa jual ke supir Mobil Tao Toba pada saat Terdakwa sedang menaiki mobil tersebut menuju siantar dan dibayar dengan harga Rp870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau , 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter dan 1 (satu) unit mesin dap air warna biru saya jual ketukang botot keliling yang datang ke kampung – kampung dengan harga Rp550.000 dan 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan dan coklat masih Terdakwa simpan dirumah kosong didekat rumah Terdakwa; 

· Bahwa Uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa pergunakan untukmembeli rokok dan membeli narkotika jenis shabu;
· Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian alat yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) buah kunci roda besi tersebut adalah kunci roda besi mobil milik orang tua Terdakwa yang ada didepan rumah; 
· Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum melakukan Pencurian tersebut;
c. Petunjuk

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hakim juga mempertimbangkan barang bukti berupa :
· Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik korban Martessa Sebayang Alias Ucok yang merupakan Ibu kandung Terdakwa;

· Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa dan yang Terdakwa ambil TV ukuran 32 Inchi Merk Toshiba warna hitam, dimana Terdakwa mengambil barang – barang dirumah seorang diri; 

· Bahwa, benar Terdakwa mengambil ambil 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inc merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type N105 warna hitam, 5 (lima) buah kuali masak, 1 (satu) buah tangga besi dengan panjang ± 3 meter, 2 (dua) buah ambal besar warna merah dan warna coklat dan Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda besi tersebut adalah kunci roda besi mobil milik orang tua Terdakwa yang ada didepan rumah;

· Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa dan menghasilkan uang untuk membeli narkotika;

· Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah berulang-ulang; 

· Bahwa, benar Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum melakukan Pencurian tersebut; - Bahwa, benar Uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan membeli narkotika jenis shabu;
d. Barang Bukti

Dalam mempertimbangkan hakim juga berdasarkan dengan barang bukti yakni;
· 2 (dua) lembar ambal warna merah dan coklat; 

· 1 (satu) buah kunci roda besi.
2. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
 Di dalam putusan perkara nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt bahwa terdakwa dikenal tidak baik dimasyarakat setempat.

Adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan perkara nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana harus lebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
Keadaan yang memberatkan: 
· Terdakwa sudah pernah dihukum; 

· Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
Keadaan yang meringankan: 

· Terdakwa menyesali perbuatannya; 

· Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;
3. Pertimbangan Filosofis

Dalam Pertimbangan filosofis unsur-unsurnya yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban, diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang salah. Keadilan dalam filasafat dipenuhi dalam dua prinsip, pertama tidak merugikan anak korban dan tidak dirugikan haknya.

Sebagaimana putusan Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman terdakwa 2 tahun penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena dalam teori hukum progresif hakim tidak boleh berperan mengindentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan kepada korban dan terdakwa untuk kehidupan yang adil dan sejahtera. Artinya bahwa hukum adalah untuk manusia, dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Maka dalam putusan ini hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan dan penerapan teori hukum progresif yang dijadikan dasar pemberian pidana minimum

4. Analisis Penulis

Dari putusan perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga demikian di atas, jelas bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti yang menjadi acuan dari penuntut umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Selain daripada itu, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi beserta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, serta pertimbangan-pertimbangan dari sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut di atas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sudah diputuskan sepadan dan layak dan adil menurut hukum. Sehingga dari putusan yang diberikan dapat memberikan rasa pemenuhan hukum yang layak menurut pemeberlakuan hukum pidana.

Dengan itu, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam mempertimbangkan perkara pencurian dalam keluarga sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkaradan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Dengan demikian, dilihat dari sudut aspek pertimbangan yurdis dan aspek pretimbangan non yuridis dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt, maka penerapan majelis hakum dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga sudah mengacu pada pemberlakuan hukum pidana, dengan memberikan rasa keadilan kepastian hukum untuk korban tindak pidana.
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt diatas terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pada   prinsipnya   pencurian adalah  tindak  pidana  biasa,  namun  dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam  keluarga  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk  undang-undang  menetapkan pencurian  sebagai tindak  pidana  aduan  yaitu pencurian  yang  hanya  dapat  dituntut  kalau ada  pengaduan dari pihak  yang  dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif,  yaitu pengaduan terhadap orang yang  melakukan pencurian.
2. Bahwa Tinjauan yuridis terhadap Penerapan Pasal 367 KUHP pada kasus pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 367 yaitu,  Barang siapa, mengambil barang yang seluruhnya atau kepunyaan milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda.  Oleh karena itu, terpenuhinya semua unsur-unsur  tersebut  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencurian,  hakim  menjatuhkan  terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor: 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti) dan non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan).
B. Saran

1. Sebaiknya dalam penafsiran lebih diperhatikan lagi perihal pengaturan-pengaturan yang ada didalamnya supaya pengaturan tersebut mempunyai kekuatan dalam membuktikan keterangan yang diberikan oleh saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa pidana pencurian dalam keluarga dan untuk di dalam persidangan harus mencari atau menggunakan minimal dua alat bukti yang nantinya dinyatakan sah oleh ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terdakwa telah terbukti bersalah maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan atau efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.
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ABSTRACT

Theft has become rampant in society. The current state of society makes it very
possible for people to find shortcuts by stealing, From print and elecironic media,
it is shown that theft crimes ofien ocur with various types which are motivated by
unmet living needs, and the perpetrators are not limited to their own familics. A
Jamily is a group of people who live in a house consisting of at least a husband,
wife, and children. A family is the smallest social group characterized by a shared
residence, economic cooperation, and reproduction. This research was descriptive
analysis, namely describing the applicable laws and regulations associated with
legal theories and practices of implementing positive law concerning the problems
that have been formulated. The form of the method of his thesis writing research is
a normative legal approach method, namely that in this research only library
materials or secondary data are studied, which may include primary, sécondary,
and tertiary legal materials. Based on the position of the case and decision number
65/Pid.B) 2024/ Pn.Tbt above, there are legal regulations on perpetrators of theft
in the family that have been tried by the Panel of Judges, namely Article 367 of the
Crimina Code, Application of Article 367 of the Criminal Code in cases of thef in
the family commited by the defendant on the victim which is a complaint offense,
in this case the judge applied the clements of Article 367, namely, Whoever takes
goods that are entirely or belong to another person, with the intention of being
owned unlawfully, and is carried out by blood relatives or by marriage. The judge’s
considerations in sentencing the perpetrator of the crime of theft in the fomily in
case mumber: 65/Pid B/2024/Pn.Tbt were in the form of legal considerations
(wisngss-statements, defendant's statements, clues, and evidence) and non-legal

 the defendant’s actions, consequences of the defendant’s actions,
Nondition, aggravating and mitigating circumstances).
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